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UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN SEMARANG

Jalan Pemuda No. 93 Semarang 50132

Telepon : (024) 3547651-55 Facsimile : (024) 3513708 Website : www.pln.co.id
Nomor :002.2/SDM.04.09/UP3 SMG/2019 4 Februari 2019
Lampiran :
Sifat
Perihal Permohonan Penelitian. KEPADA
UNIKA SOEGIJAPRANATA

Model 1001

FAK. HUKUM DAN KOMUNIKASI
JL. PAWIYATAN LUHUR IV / 1
BENDAN DUWUR - SEMARANG

Up, Kepala Program Studi llmu Hu 3

Menunjuk surat-Saudara No. 00228/B.7:3/PSIHI01/2019 tanggal 07 Januari
2019 perihal/Permohonan ljin Penelitian an-FALDY MARCHIANO, dengan ini
diberitahukan bahwa permohonan Saudara dapat.kami setujui dengan
ketentuan sebagai berikut :

1. IYang bersangkutan tidak diperkenankan mencatat / mengevaluasi data
yang berhubungan dengan rahasia perusahaan dan lain-lain;

2. | Penelifian dapat-dilaksanakan di PT. PLN (Parsero) UP3 Semarang
pada tanggal 30 Januari 2019 s/d 06 Februari 2019;

3. Sebelum melaksanakannya, yang bersangkutan diharap terlebih dahulu
menghubungi Seksi Administrasi SDM /BT PLN (Persero) UP3
Semarang cg. Dwi Wahyuni-dengan membawa surat pernyataan yang
telah dilegalitas-pejabatyang berkepentingan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

ANSYAH D.
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PT PLN (PERSERO)
SATUAN KERJA LISTRIK PERDESAAN
WA DAN D. T

SURAT PERJANJIAN
Nomor : 07 .SPP/1472011

ANTARA

PT PLN (PERSERO)
SATUAN KERJA LISTRIK PERDESAAN JAWA TENGAH
DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ibvat dan ditandatangani

Direktur Utama PT Duita Smur Abaﬂn yang Mﬂudﬁn di J1. B Haryono 730 Semarang.

selanjutnya disebut PIHAK

Dengan ini kedua belah pihak s embuat Perjanjian bersama dalam rangka
melaksanakan pekerjaan, sebagai pclaksanaan hasil pelelangan dengan Berita Acara No.
32.BA/POKIAN01 | tanggal 28 April 2011, seperti diuraikan dalam pasal-pasal berikut ini ;

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima
i tugas terscbut dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan dan
i Pemasangan laringan Listrik Perdesaan dan Peningkatan JTM 1-3 Phasa di Wilayah Kerja PT.
PLN (Persero) UP) ivajenang Paket - 8.
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Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah Pekerjaan Pengadaan dan
Pemasangan Jaringan Listrik Perdesaan dan Peningkatan JTM [-3 Phasa di Wilayah Kerja PT
PLN (Persero) UPJ Majenang Paket - 8.

yang meliputi :

I Pekerjaan pengaduan semua Material Distribusi Utama dan accessories / hardware yang
diperfukan untuk pembangunan jaringan listrik perdesaan.

Il. Pekerjaan Pemasangan :
1. Gardu Distribusi (GD)

- Trafo CSP | phasa S0 kVA : 1S Unit
2. Jaringan Tegangan Menengah (JTM)

- JTM | phasa sepanjang 11,600 Kms

- JTM [-3 phasa i 4,468 Kms

3. Jaringan Tegangan Renda X
- JTR UB dan@wlyv.se

al 2, ditetapkan sebesar
& pulub dus juts lma s doa poluh enam

cmpat mily

ser rupish ) termasuk P %! n perincian : fi
1] = upw i Voure || " wrdnbage R0)
Pengat Fi\Pena;an- n e e ] wi s[f 383.117.400
Dbubztign b W - 3 383.117.000
PR 1) IlL i'\ J) BN
Romiah G, 5 42,4870
Pergadaon tin b 1375106763
Pemadaind 845,872
Juntzh 221 7839@
Dbukatkan 2221.783000
PAN 10 % 22473300
Saniah I 'I - q 2488 57230
Pergedann dan Panasangan JTR 112820
Otulatian 1142.841.00
PR 10 % 114.3410
Juntah JTR 1257125100
Jurizh GD, JTM & JTR 4122610

PIHAK KEDUA tidak berhak menuntuUmengklaim tambahan biaya apapun kepada PIHAK
PERTAMA alas terjadinya Kenaikan harga barang / jasa berhubungan dengan pekerjaan ini,
kecuali apabila ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang eskalasi harga.
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Pasal 4
PERATURAN PEMBAYARAN

Pembayaran Nilai Perjanjian tersebut pada pasal 3 dilakukan melalui Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang Il, dan dibebankan pada Dana APBN DIPA
Tahun Anggaran 2011 LISTRIK PERDESAAN JAWA TENGAH & DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA.

- No. dan tangga! DIPA : 0117/020-05.1,01/00/201 1, tgl. 20 Desember 2010

- Kode Satean Kerja  : 447089

- Kode Kegiatan . Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaa
Kebijakan Ketenagalistrikan (1899)
- Sub Kegiatan . Panjang Jaringan Transmisi (02)

Pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (1899.02,534131)

Pcmlmngunan Jaringan Tegungnn Rendah  (1899.02.534131)
) (05)

an Gardu Distribusi (1899.05.534131)

Sub Kegiatan

Cara Pembayaran

3axanban?' dapg‘I dibaya Ko I
dengar

iy mempuny ungan redsurangi sebigaimana persyaratan yang
i Menter' Ky -kurangny Ldéngan nilai uang muka

.ji’m imi d]lan

Per] ang muka setinggi-tingginya
1 Nilai ‘Ecnan'

Uang Muka berupa Surat

tmbayaran | /
yuran Pengady l__xtc;i'hi tribusi Utama (MDU) dapat dilakukan sebagai

pn_lertanam S6S ' dan spesifikasi, dapat

v bobot pekerjaan . disertai dengan Berita

ima tien, tenam dari Pabrikan kepada Leader

thui Tini uii(?eneti :
i, trafo da!prg-d;..—hﬂsi dapat diba % tari bobot pekerjaan

yang pertama, pembayaran pcngadaan Material Distribusi Utama (MDU) dapat
dilakukan sekaligus atau 100% dari fisik pengadaan tersebut.

2. Pembayarsn pekerjaan pemasangan jaringan dapat dilakukan sebagai berikut ¢ ;
PIHAK KEDUA dapat mengajukan pembayaran sebesar 90% dari prestasi
pekerjaan atau 95% dari pekerjaan selesai 100% dengan memperhitungkan
pembayaran-pembayaran sebelumnya, pekerjaan vang dapat diprestasikan
adulah bila suatu jaringan sudah bertegangan (energized).

- Pada akhir Tahun Anggaran PIHAK KEDUA dapat mengajulan pembayaran
sebesar 100% dari Nilai Perjanjian dengan terlebih dahulu menyerahkan
jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari Nilai Perjanjian dan diperhitungkan
dengan pembayaran-pembayaran sebelumnyu.




¢. Berita Acara Pembayaran dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian
Pekerjaan yang ditandatangani PIHAK KEDUA, Tim Penguji/Pemeriksa dan diketahui
Direksi Pekerjaan.

Pada setiap mengajukan pembayaran harus dilengkapi dengan :

1. Kuitansi

2. TFaktur Pajak

3. Surat Setoran Pajak ( SSP)

4. Foto copy NPWP

Setelah pekerjaan selesai 100 % dan diserahterimakan secara keseluruhan untuk yang
pertama akan dibuatkan Berita Acara Pembayaran sctelah terlebih  dahulu
menvelesaikan dan menyerahkan :

(1). Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA,
Panitia Pengujl dan diketahui Direksi Pekerjaan.

(2). | (Satu) set asli As Built Drawing dengan ukuran A3 yang telah disetujui oleh

Pelaksana Teknis Pengengdalian dan Direksi Pekerjaan dan 6 (enam) set copy.

(4). Foug gokumentasi

fl sbanyak 2 set.

(5) Tiang Beton, Trafo, LVTC, AAACS dan Isolator yang

Jumiah
Terbilang : Empat milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu
seratus rupiah,
Pasal §
JAMINAN PELAKSANAAN
Untuk menjamin dapat terlaksananya pekerjaan tersebut pada pusal. 2, PIHAK K.EDUA
diwajibkan menyerahkan Jaminan Uang Muka berupa Surat Jaminan Bank .dan Bank
Umum. perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program

asuransi kerugian (suretybond) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan minimal
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sebesar S % dari Nilai Perjanjian dan ditetapkan sebesar Rp. 227000 000, (Dua ratus diec

puluh tejeds jura rupiak ) kepada PIHAK PERTAMA.

Masa laku jaminan peleksanaan sekurang-kurangnya terhitung sejak tanggal Mulai Kerja

sampai dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan dalam Surat Perintah

Mulai Kerja (SPMK)

Bila kuarena sesuatu hal Jaminan Pelaksanaan perlu diperpanjang masa berlakunya, maka

surat perpanjangan Jaminan Bank atau Jaminan Bank yang baru harus sudah diterima

PIHAK PERTAMA paling lambat pada tanggal berakhimya jaminan Bank yang lama.

Jaminan Pelaksanaan tersebut pada ayat | pasal ini dapat dikembalikan sekaligus pada

waktu Serah Terima Pertama yaitu pada saat pekerjaan sudah mencapai kemajuan 100%

dari keseluruhan dan dapat diterima baik oleh PIHAK PERTAMA.

Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara dalam hal

2. PIHAK KEDUA tidak melakukan aktivitas yang berarti dalam melaksanakan pekerjaan
dan telah diterbitkan Surat Peringatan Ketiga kalinya atau dalam kurun waktu 45 (empat
puluh fima) hart kalender sejak terbitnya SPMK.

b. PIHAK KEDUA mengundurkag diri setelah menandatangani perjanjian.

¢. Bila terjadi pembatalan Pegfanjian / pemutusan pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA

8 idaksmampu menyelesaikan pekerjaan.

JANGKA WAKTUPELAKSANAAN

Perjanjian ini  dinvatakan efektif terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerju
(SPMK) oleh PIHAK KERTAMA

Jangka waktu pelaksansan pekerjaan seluruhnya adalah 165 (Seratus enam pulub lima)
hari Kalender terhitung sejak tanggal Mulai Kerja yang ditetapkan dalam Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK) yang akan diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja
sejak tanggal penandatanganan Perjanjian.



Pasal 8
MASA PEMELIHARAAN

I. Masa pemeliharaan untuk pekerjaan ini ditetapkan 6 (enam) bulan seiclah serah terima
pertama pekerjaan dilakukan,

2. PIHAK KEDUA diwajibkan memclihara dan memperbaiki semua kesalahan-kesalahan

cacat-cacat pada pekerjoan secara keseluruhan atas perintah PIHAK PERTAMA sampai

dengan masa pemeliharaan berakhir atau masih bertanggung jawab atas pekerjaan sampai

dengan dinyatakan LAIK OPERASI oleh Lembaga Inspeksi Teknik.

PIHAK KEDUA harus melaksanskan pekerjaan perbaikan untuk semua kerusakan akibar

pelaksanaan pekerjaan, Kerusakan pada waktu pengujian, kerusakan karena kelalaian PIHAK

KEDUA atau karena pelaksanaan pekerjaan yang kurang sempurna.

4. PIHAK KEDUA diwajibkan mendampingi tim penguji LAIK OPERASI pada wakty
melaksanakan pengukuran di lapangan.

s

3 _ackc \ yang ditandatangani
g )lfPenc n Barang/Jasa.

"o

V(i -ada) dan bcrdasarkm Surat Kvetc- ngnn dari Direksi Pekerjaan bahwa
b berfun dii'@n bﬁk dan gidak ada la mmg wem, selanjuinya

PENANGGUNG JAWAB LAPANGAN (PELAKSANA)

! PIHAK KEDUA harus menunjuk penanggung jawab peleksana yang cakap untuk
memimpin pelaksanaan pekerjaan dan harus berada di tempat pekerjaan, sehingga
perintah dan perunjuk- petunjuk PIHAK PERTAMA dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.
Penanggungjawab/Pelaksana tersebut harus diberi kuasa penuh PIHAK KEDUA agar setiap
szal dapat mengambil kebijaksanaan yang menyangkut pekerjaan .

Penunjukan penanggungjawab/pelaksana dimaksud diberitahukan secara tertulis oleh
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambatnya saat SPMK.

PIHAK PERTAMA berhak menolak / meminta penggantian penanggungjawab/pelaksana
yang telah dinjuk, apabila PIHAK PERTAMA menilai penanggungjawab/pelaksana
tersebut tidek cakap memimpin pelaksanaan pekerjaan.

!\J
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Pasal 11
PENYEDIAAN TENAGA

I. PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan tenaga Kkerja sesuai dengan kebutuhan
pekegjaan, serta semaksimal mungKin memakai pekerja tenaga setempat.

. Dalam pelaksanazn pekerjaan PIHAK KEDUA harus menggunakan tenaga yang cakap dan
berpengalaman dibidang pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini.

(35 ]

Pasal 12

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

!\J

I. lenis Perjanjian im adalah Perjanjian Harga Satuan sehingga pembayaran sesuai dengan
keadaan terpasang sesuai hasil pengukuran/pemeriksaan akhir (final measurement).

2. Kerja tambah / kurang akibal pengukuran/pemeriksaan akhir dituangkan dalam amandemen

dan besarnya biaya kerja tambah tidak lebih 10 % dari Nilai Perjanjian serta masih di
bawah pagu anggaran.




vy - syl

Y TR T ey

i i 2 B L

-

vl Py

G L s e

Pasal 15

AMANDEMEN PERJANJIAN

Amandemen perjanjian dibuat karena hal-hal berikut ;

l.
2.

Hasil pengukuran/pemeriksaan akhir (final measurement)

Adanya perubahan desain atau perubahan lingkup pekerjaan, dimana setelah mendapat
persetujuan dari PIHAK PERTAMA dan besarnya biaya tambah tidak boleh lebih dari 10%
nilai perjanjian serta masih di bawah pagu anggaran.

Adanya perubahan lokasi

Apabila terjadi perubshan lokasi pekerjaan yang mengakibatkan pekerjaan tambah maka
PIHAK KEDUA dan/atau Dircksi Pekerjaan melaporkan secara tertulis kepada PIHAK
PERTAMA. Perubahan pekerjaan ini dapar dilaksanakan setelah mendapat persetujuan
PIHAK PERTAMA dan besarnya biaya tambah tidak lebih dari 10% nilai perjanjian serta
masih di bawah pagu anggaran selama anggaran masih tersedia.

Adanya perubahan pasal-pasal pemn'lan

Adanya perpanjangan waktu

&, Amandemen Pujnnpan kit degan perparuangan waktu  pelaksanaan dapat

KEAMANA!

PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab untuk :

2

3.
4.

Menjaga kesclamatan para karyawan dengan menyediakan peralatan / perlengkapan
keselamatan kerja dan PPPK sebagaimana mestinya.

Menjaga keamanan instalasi, peralatan, alat-alat kerja. perlengkapan bahan-bahan yang
dipergunakan untik pekerjaan,

Melakukan usaha-usaba untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran.

Hal-hal yang telah ditentukan dalam syarat-syarat pekerjaan.




Pasal 17

DENDA DAN GANTI RUGI

I. Jika PIHAK KEDUA terlambat yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai wakitu yang
ditentukan dalam Perjanjian, untuk setiap hari keterlambatan kepada PIHAK KEDUA
dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Perjanjian.

Besar denda keterlambatan tidak dibatasi dan PIHAK PERTAMA  dapat memutuskan

Perjanjian apabila denda keterlambatan sudah melampaui nilai jaminan pelaksanaan. PIHAK

KEDUA tidak dapat menuntut Kerugian atas pemutusan Perjanjian tersebut.

3. Denda diperhitungkan saat pembayaran.

4. PIHAK PERTAMA wajib membayar ganti rugi kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi
keterlambatan dalam penyelesaian Administrasi Berita Acara Pembayaran yakni melewati
waktu 7 hari kalender terhitung dari waktu permintaan pembayaran oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA yan@ telah dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang
diperlukan dalam Berita Acar ayaran, sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang
terlambat dibavar, deiganscat bi| T tersediasanggaran biaye tersedia untuk keperluan
tersebul. . '

o

R
I. Perjanjian inthchlakuy dad'rmeilgikil seg;l ni aleh kedua belah pihak.
Perjanjian ini lignegap, berakhir sete REDUA menyerahkan seluruh hasil
pekerjaannya  Kepada=Rill : _Sampal denoe

PIHAK PERTAMA telah Menye Kan. K ban seluruh pembayaran hasil pekerjaan
kepada PIHAK KEDUA.

2

Pasal 20
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

1. Penghentian Surat Perjanjian dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan para pihak
uniuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak. yang disebabkan oleh
timbulnya perang. pemberontakan, perang saudara, sepanjang kejadian-kejadian tersebut
berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekacauan dan huru-hara serta




bencana alam yang dinyatakan resmi oleh pemerintah, atau keadaan yvang ditetapkan dalam
Perjanjian.

. Pemutusan Perjanjian dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak

memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian.

3. Pemutusan Perjanjian yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA dikenakan sanksi
sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian berupa :

a. Jaminan pelaksanaan menjadi millk negara

k. Sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA
¢. Membayar denda dan ganti rugi kepada Negara

d. Pengenaan daflar hitam untuk jangka waktu tertentu,

4. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak kepada PIHAK KEDUA
apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan aktivitas yang berarti dalam melaksanakan
pekerjaan dan teleh diterbitkan Surat Peringatan Ketiga kalinya atau dalam kurun waktu 45
(empat puluh lima) hari kalender sejak terbutnya SPMK

5. PIHAK PERTAMA dupat memutuskan Perjanjian secara sepihak apabila denda
Keterlumbatan pelaksanaan pekerjnan akibat kesalahan PIHAK KEDUA sudah melampaui
besarnya jaminan pelaksanaan.

o

6. Pemutusan kontrak yang duscbabk olch, kesalzhan PIHAK PERTAMA, dikenakan sanksi

berupu kewajiban meg a PIHAK KEDUA sesuai yang

e g-undangan yang berlaku.
yang berlakud" |

; tidak terpisahkan

. ' h ‘ ! e pc 3
Nilai Perjanjian tersebut l’.mnl 3 sertaum anggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 23
ASURANSI

a. PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengasuransikan (ASTEK) semua karyawan dan tenaga
kerjanva vang bersangkutan dengan pelaksanaan pekerjaan dimaksud dengan Perjanjian ini,
dan menyampaikan buktinya kepada PIHAK PERTAMA.

b. Bukti-bukti asuransi harus diserahkan kepada PIHAK PERTAMA cq. Bendahara
Pengeluaran.

10
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Pasal 24
LAIN - LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perj jjian ini akan diatur dalam Amandemen yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Kantor
Listrik Perdesaan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal bulan dan tahun
tersebut di atas dalam rangkap 6 dengan meterai- -yang mempunyai kekuatan hukum

rai secukupnya
yang sama, | (satu) rangkap untwk PIHAK KEDUA dan 5 (Lima) rangkap untuk PIHAK
PERTAMA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

ATHAN KERJA LISTRIK PERDESAAN
UATENGAH & D.l. YOGYAKARTA
34 TPEMBUAT KOMITMEN,
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